
3.Undang·Undang ..... 2 

I. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 1956 tcntang 
Pembenlukan Daerah Otonom Kabupatcn Dalarn 
Lmgkungan Daerah Propinsi Surnatera Tengah (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah deng::m Undang-Undang Nomor 
7 Tuhun L 965 tentang Pembentukan Daerab 'Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Dacr'.w Tingkal II Tanjung 

Jabung (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 50, Tambahan t.cmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1755); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 reniang 
Kcschatan (t.cmbaran Negara Republik Jndonesia Tahun 

2009 Nomor 144, TamhAhun Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5063); 

bahwa unruk mclaksanakan ketenruan Pasal 43 ayut 12) 

l'craturan Mcntcri Dalam Negcri Nomor 79 Tahun 2018 

tcntang Sadan Luyunan Umum Dncrah, rnaka perlu 

menerapkan Peraruran Bupau teruang Standar Pelayenan 
Minimal Pada Badan Lnyanan Umum Decrah UniL Pelaksana 

Tcknis Daerah Pusat Kesehaian Masyarakar Dinas Kesehaian 

Kabupaten Bungo; 

UUPATI BUNCO. 

DENCAN RAHMATTUIIAN YANO MAHA ESA 

Mengmgal 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR 30 TAJ I UN 2023 

TENTANO 

STAN DAR PELA YANAN MINIMAL PADA BADAN l.AYANAN UMUM DAERAII 

UNIT PELAKSANA TEKJ'IIS DAERAH PUSAT KESEHATAN 11111\SYARAKAT 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO 

BUPATI BUNCO 

PROVINS! JAMBI 



9.Peraturan Menteri ..... 3 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
lndonc..sia 't'ahul'\ 20\4 Nomor '244, 'tambl\hu.n Lembarao, 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang· 
Undang Nomor 9 1'abun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 

Pemerintahan Dacrah fLemharan Negara Rcpublik 
tndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 

Negara R~J'IUhlik Indonesia Nomor 5679): 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tcntang 

Administrasi f'cmcrinlahan (temoaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lcmbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 temang Tenaga 

Kesehatan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298. Tambahan Lemberan Ncp;ara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5607)i 
6. Peraruran Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pcngclolaan Kcuangan Badan Luyo.no.n Umum {Lembaran 
Ncgam Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 4R, Tambahan Lembaran Negara Republik 
1 ndone$ia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah 

dcngan Pcraturan rcmcrintah Nomor 71 Tahun 2012 
tcntang Perubahan Atas Peraturan Ptmerintah Nomor 
23 Tahun 2005 icntang Pcngclolaan Keuengan Badnn 
Layanan Um um (Lem baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 17, Tambahao Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nnmor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pcmcrintah Nornor 12 Tahun 20 I Y ten Lang 
Pengelolaan Keuangao Daerah fLcmuaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

. 2. 



MEMUTUSKAN ..... 4 

9. Pcmturnn Mcntcri Dnlrun Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembenrukan Prociuk liukum Oaerah [Berita 
Neg,,ra Republik tndonesta To.bun 20 l5 Nomor 2036) 

sebagatmana relah diubah dengan Peraruran Mcnteri 
Oalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang l'crubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten Lang Pembentukan Pruduk Aukum Daerah 
(Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

10. Peraturan Mentcrt Dalam Ncgcri Nomor 79 Tahun 2018 
tcntang Badan Layanan Umum Daerah [Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomm· 1213); 
1 L Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusnt Kesehutan Masyarakar (Benta Negara 
Repubhk Indonesia Tnhun 2019 Nomor 1335); 

12. Peraruran Menteri Kesehatnn Nomor 4 Tahun 2019 
tcntang Standar Tekrus Pernenuhnn Mu1u Pt·JJ1yttmu1 

Dasar Pada Srandar Pelayanan Minimal Bidang 
Kcsehatan (Bcrita Negara Rcpublik lndonesm Tahun 

2019 Nomor 68); 

L3. Peraturan Daerah Kabupatcn Bungo Nomor 5 Tahun 2016 
teetang Pembentukan Dan Susunan Pcrangkat Deerab 

(Lembaran naerah Kahupatcn Bungo Tahun 2016 Noroor 
5), sebagaimona diubah dcngan Pcraruran Olltrnh 
Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tcrnung 
Perubahan Atas Peraruran nn~mh Kabupaten Bungo 
Nomor 5 Tahun 2016 ientang Pembenrukan Dan l>usunan 

Pcrangkat Daerah (l.ernbaran Daerah Kabupatcn Bungo 
Tahun 2019 Nomor 12); 

14 Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2016 teruang 
Strukrur Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Hagan 
Struktur uinas Kesehatan (Serita Daerah Kabupateu 

Bungo Tahun 2016 Nomor 33): 
15. l'craturan 0>1pati Bungo Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pembcntukan Unit Pdaksana Teknis Pusat KcS<!hatan 
Masynrakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesebaran 
Kabupatcn Bungo (Senta Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2018 Nomor 16); 

- 3 - 



l l.Upaya Kesehatan 5 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 
Pasal I 

Do lam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dcngan : 

I. Oaerah adalah Kabupaten Bungo. 
2. Pemcrirueh Daerah adalah Bupali sebagai unsur penyelenggara 

pcmcriniahan daerab yang rncrnimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewcnangan daerah otonorn. 
3. Bupati adah,)h Bupati Bungo. 
4. Ofr1as Kesehatan Kabupeten Bungo yang eelanjutnya disebut Dina.s sdnleh 

Pcrangk•• Docrah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan 
pemerintah dalam bidang keschatnn. 

5. Kcpala Dinas adalab Kepula Dinos Kcschatan Kabupaten Bungo. 
6. SLandar Pelayanan Mimmal bidang xesehnran yangsclanjuLnya disingkat 

SPM odnloh ketentuan mengenai jcnis dan mutu pelnyannn dasar yang 
mcrupakan urusan pemerintnhan wajtb ynnR berhak dipc.rolch sctiap warga 

negara secara minimal, 
7. Unit Pelaksana Teknis Duer-ah yuog sclanjutnya disebut UPTD .adelah unit 

pelaksana tcknls yang melaksanakan kegiatan reknts operasional dun/atau 
kegiatan tekrris pcnunja ng tcrtcruu pa.da Dinus. 

8. Badan Layanan Umum Dacrah yang sclanjutnyn disingkai BLUD adalab 
sistem yang diterapkan olth unit oelaksona tcknis dinas/badan dacrah 
dalam mcmbcrikan pclayanan kcpada masynrakar yang rnempnnyai 
rtekslbilitas datarn pola pengdolaan keuangan :,,;b~W)i pengucualian dari 

ketentuan pengelolaan kcuangan daerah pada umumnya. 
9. UPTD Pusar Kesehatan Masyarakal yang selanjutnya disingkat UPTD 

puskcsmas yang mencrapkan pola pcngc:lola keuangan .BLUD. 
JO. Pu~aL Kesehatan Ma,yarakat yang eelanjutnya discbut Puskesmas adalah 

fasilitas l'clayanan KesehaUUl yang monyelcnggarakan upaya koschaLs.n 
masyarakar dan upa.y11 keschatan perorangan ting,kat pertama, dcngan k:bih 

rnengutarnakan upaya promot.if dan prevcnrif, untuk mencapai dcrajat 
kesehatan masyarakat vang sctinggi-tinggieya di witayan kcrjanya. 

MEMUTUSKAN: 

Mcnerapkun : l'f:;RA1VRAN BUPATI TE:NTAJIIC STANDAR PEt.AYANAN 
MlNlMJ\t. PAI)/\ BI\DAN LI\ Y !\NAN UMUM DAE RAH UNl'I' 

PELI\KSJ\NA TEKNIS Di\l>RAH PUSAT KESE!i/11'1\N 
MA$YARAKAT OJNAS KJ:;SE:HATAN KABUl'ATEN BUNGO. 



Pasal :l ..... & 

BI\B II 

JF.:NIS PELA YANAN, lNDIKATOR. STAN DAR NIL.A.I, BATAS WAh_'TU PF.NCAPA!AN 
DAN URAIAN &'TANDAR PEI.AVA NAN MINIMAL 

Ragian kesatu 
Umum 

Pasal 2 

( 11 SPM BLUD UPl'D Puskesrnas dimaksudkan sebagai panduan Puskcsrnas 
Daerah dalam wclaksanakan perencenaan, pelaksanaan, pengcndnlian, 
pengawasan dan pertanggungjawaban pcnyelengaraan jenis dan muru 

Pelayanan Kcschatan sorta prnunjang Pelayanan Kesehatan ))!Ilia ALUD 

UPTD Puskesmas. 
(21 SPM BLUD UPTD Puskesmas bertujuan unruk meningkatkan dan menjamin 

routu Pelayo.nan Kcschatan rie n p,r.nunjsng Pelayanan Kcsebate n kcpada 

masyarakat. 

l l. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingka; UKP adalah 

suaru kegiatan dan/atau serangketan kcgiatan pcleyanan kcsehatan yang 
d.itujukan untuk peningkacrm, pencegahun, pet\yetn.buh.:i.n pc.nya.kiL, 

pengurangan penderitaan akibai penyakit dan mcmulihkan kesenatan 

perseorangan. 
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah seuap 

kcgiat.an unruk memeliharn dan meningkatkan kescbatan serta rneneegah 
<fan rnenanggu1angi timbulnya masatah kesehatan dengan sasaran keluarga, 

kelompok, dan rnasyaraket. 

l3. Tenaga Kesehatan adaJah actiap orang yang m<:ngabdikan diri dalam bidAng 
kesehatan scrta memiliki pengeiahuan dao/ atau keterarnpilan melalu, 

peurlidlkan di bidaug kcsehatan yang untuk jenis ~ertcntu mcmcrlukon 
kewenangan untuk mclakukan upaya kcsehatan. 

14. l'cJaya.na.n Kesehat.an Puskesmas yang selanjumya disebut Pelayanan 

Kesehaian adalah upaya yang diberikan oleh Puskcsmas kepada masyarakat 

mencakup percncanaan, pelaksanann, evaluaei, pcncatatan, dan pelaporan 

yans dituangkan dolarn suatu sietcm. 
15. Mutu Pelayanan Kcschatan adal~h kinerja yang menunjuk pada Lingkat 

kesernpurnaan pelayanan kcschatan, yang di satu pihak dapat 

menimbulkan kcpuasan pada pelanggan Puske$mfls serta pihak lain. tata 
pcnyclenggaraannya sesuai stundur yaJ'I&, tela h ditctapkan. 

16. Nila; adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bi•a uicapai. 

5 



b.UKM Pcngembangan .•••.• 7 

(I) Pclayunan Keschatan masyarakat tingkat pertarna sebagaanana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b rnehputi: 
a. UKM Esenslal rlt:n'I K~prmwAtan Kesehatan Masyarakal terdiri etas: 

1) pclayE111011 promosi kesehatan: 
2) Pclayanan Kesehatan hngkungan: 
3) Petayanan Kesehatan keluarga; 

4) pelayanan gh~i masyaeekut. 
51 penlngkruan pencegahan dan pengendalian penyakit; dnn 

6) pdayanan keperawaian keseharan rnasyarakat. 

Pasal 6 

Pasul 5 
(I) Pelayanan 1-esehatan perornngan ungkat pertnma sebagaimana dimaksud 

dnlam Pasal 4 huruf a mcliputi: 
a. pclayanan pemcriksaan umum, 
b. petayanan kesehatan gig> dan rnulut; 

L peluyanan kesehatan keluarga yang bersifa; UKP: 
d. pclayanan gawat darurat; 
e. pelayanan gizi berslfat UKP; 
f pelayanan J:.C~aJina111 

g. pelayanan ruwat inap bag, puskesrnas rawat map: 
h. pelavanan kefarrnasian; dan 
i. pclayanan laboratorium. 

(2) lndiknror, srandar mlAi, batas waktu pencapaian pada sctiap jcni~ 
pclayanan unruk upaya Kcscbaran Perorangan pada OLUlJ UPTD 

Puskesmas sebagetrnana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkun ,bui ~rnh.Jran Bupati ini 

Bagian Kedua 
,}(;nis f.\:layana.n 

Pasal q 

Jenis pelayanan sebagaunana dunaksud dalam Pasal 3 huruf a melipuu. 
a. Pclayanan Kcschatan perorangan pada UKP ungkat pcnama: dan 
b, Pelayanan Kesehaian masyurakat pada UKM tingkat pertama. 

SPM BLUP UP'l'D Puskesmas terdiri atas: 

a. Jcnis pclayanan, dan 
b. Mu Lu pclayarran. 

6 
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PasaJ II 
(I] Untuk menjanun pelaksanaan pelayanan scbageunana drmaksud dalarn 

Pasal q l:lupati menetapkan [enls pelayanan dasar pada SPM BLUD UPTD 

~>uskcsmas. 
(?.) ,Jrnis pelAytmAn dRssu· sr-bR.l')'limHnA rlimakaud pada H}'AI {1) terdiri OL'lS: 

a. pelayanan keseharan ibu harml; 
b. pelayanan kesehatan ibu bcrsalin; 
c. pelayanan kesehatan bayi bani lahir: 

d. pelayanan kesehatan bali ta; 

e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 
r. pclayanan kcsehatan pada usia produktif 

g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 
b. pclayanan kcschatan pcnderita tupertenal: 

1. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 
j. pelayanan kesehatan ...... 8 

Pasal 7 

(1 J Dalam melaksanakan pclayanan scbagaimana dirnnksud dalam Pasal 4 

ULUO Ul"rD Puskcemas mcnyclcnggarakan edrrunistraer Puskcsmes 

meliputi: 

a. manajcmcn BLUD UPTO Puskesmas; 
b. sisrem mrormasi BLUD UPfD Puskesmas; 
c, ktpegawniun DLUD UPTD Puskesmas: 
d, rurnah tungga BLUD UPTD Puskesrnas: dun 

e. keuangsn BLllD UPTD Puskesrnas. 

(2t Indikator, standar nilai, batas wokru pencapaian pada setiap jcrus 
pelayanan untuk administrasi ULUD UPTO Puskcsrn~:-t: scbagaimana 

tcramlurn dalarn 1.:-m"\pimn Ill yanR merupakan bagian tidak tcrpisahkan 
da ri Pera tu ran Bupati lni. 

b. UKM Pcngcmbangan terdiri atas: 
I) pelayanan kesehatan gig) masyarakat; 
2) pelayanan kesehavan \radit-iunal komplt"'.n\enu:.r; 

3) pelayunan kesehatan olahraga; 
4) pelayanan kcsehatan kcrja: 

5) pelayanan kesehatan lainnya. 
{21 lndikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada sctlap jenis 

pelayanan unluk Upaya Kcsehalan Masyarakat pada DI..UD UPTD 
Puskcsmas scbagaimnna tcrcanturn dalam l..ampiran IJ yang merupakan 
bagian lidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ln i 

- 7 - 



(4) BI.UU UPTD ........ 9 

BAA 111 

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR 

STANDAR PJ.;LAYANAN MINlMUM 

Pasal 10 
11) UPTD Puskesmas yang mcncrapkan BLUD melaksanakan pelayanan 

berdasarkan SPM BLUD UPTD Puskesmas. 
(2) Pemimpin Bl,UD UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pelayanan kcschatan BLUD UPTD Puskesrnas. 
(3) Penyclenggaraan pelayanan sebagaimsna dlrnaksud pada ayat ( 11 dilakukan 

oleh tenaga dengan kuaJifikasi dan kompetcnsi yang sesuai dengan 

ketentuan pemrurnn pertmdang-undnngan. 

Baginn Ketiga 
Mul:"1 Pclayanan 

Pasal 9 
(1) Mutu pclayanan sebagai.maua dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupnken 

pelayanan yang diberikan oleh tenagn yang kompeten dan dilakukan sesuai 

dcngan: 
a. standar pelayanan: 

b. standar prcsedur operusionul: dan 
c. euka profest. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang 
dilakulcan olch doktcr dan/atau dokter layanan primer, doktcr gigi dan 
Lenngo kesehatan lainnya dalam memberikan Petayanan Kesebnron balk UKP 

maupun UKM. 

Fl) Oefinis-i operasional dan rumus perhirungan indiksuor jenis pelayanan pada 

UKP, UK.M, dan Administrasi pada Puskesmas ditelapkan dengan keputusan 
Kepnla Dinas, 

J, pclayanan kcsehatan orang dcngan gangguan jiwa berat; 
k. pelayanan kesehatan orang terduga ruberkulosis: dan 

L pelayanan kesehatan orang dengan nsiko terinfeks! virus ym,g 
mclc:mahkan dava Lahan tubuh manusia {Human Immunodeficiency 

Vims/. 

(31 Capaian kinerja l>emennlah Daerah dalarn scnap jcrus pclayanan dasar 
sebagairnana drrnaksud pada ayat ( l) rnencapai 100% (scmurs persenl. 

14) lndikator, standar rulai, baras waktu pencapaian pada setiap jcrns 
pelayanan dasar BLUD UPTD Puskesrnas sebagaunana tercanrum dalam 
Lampiran lV yang rncrupakan bagian tidal< ierpisahkan dan Peraturan 

Bupad ini. 

8 



Pasal 13 ..... 10 

BABV 

PEMBINA/\N DAN PENG/\W/\SAN 

Pal<AI 17. 

(11 Pembinaan tckni• UPTD Puskcsmas yang mcnerapknn 13LUD dllakukou okh 

K~pnla Dinas. 
(2) Pemblnaan keuangan Puskesrnas ynng mcnerapkan BL,UD dilakukan nlrh 

1><,jal>rJt l'cngclola Keuangen Daerah. 

Pl Pem!Jinaun scbagarrnana dunaksud pada ayat (1) dan ay .. , (21 bcrupa 
fasilitasi, pernberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, 

pendldikan dan laliban atau bantuan reknis lainnya, mellputi: 

a. perhitungan sumber daya dan dam, yang dibutuhkan unruk mcncapai 
SPM BLU D u PrD Puskesmas; 

b. penyusunan rcncana pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas dan 

penetapan target tahunan pencapaian SPM RLUD UPTD Puskesmas: 

c. p<:nilaian prestasi kerja pencapaian SPM BLUD UF'fD Puskcsmas: 

d. penyusunan pemturan perundang-undangan unruk implemcntasi Rl,UD 

pada lJPTD Puskesmas: 

c, penyusunan Rencana Bienis dun Anggaran: 
f. pelaksa.naan enggaran: 
g. akurnansl dan pe1aporao keuangan; dan 

h. rekonsiliasi 

BAfllV 

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PF;LAYANAN DASAR 

STANDAR PF.:l,AYANAN MINIMUM 

Pasat 11 
(1) Pemimpin BLUD UPTD Puskcsmas scbagaimana dimaksud dalam Pasal LO 

ayat (21 mcnyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan 
melaks.onnknn peningkaian mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD 
Puskesrnas berdasarkan SPM BLUD lJPTD Puskesmas. 

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagairnana dtmaksud pada ayat ( 1 ). disusun 

dcngan menggunakan furma! Rcncana Bisnis dan Anggaran. 

(3) Setiap pelaksanaan pclayanan dan pcnyelenggaraan pelayanan yang menjadi 
tugns pemimpin Bl,UD lJPTD Puskesmas sebagalmana dlmaksud pada ayat 
( l) dilaksanakan dengan mengacu padn SPM Bl.UD UPTD Puskesmas. 

(4) BLUD UPTD Puskesmas melaporkan hasil capaian indikaror SPM BLUD 

UPTD Puskesmas kepada KepalaDinas secara berkala setlap 3 jtiga) butan 

dalam l [satul tahun. 

-9- 



BERJTA DAERAH KABUPATEN BUNOO TAHUN 2023 NOMOR ;\Cl 

MURSIDI 

-;-.1". "' . ·'- 1.1 I 

' " ,,.. !.'11 ',1,1 1/14 ·- • ! ; II 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

~ 

Diundangkan di Bungo 
Pada tanggal \!! ~ 2023 

. MASHURI 

Ditetapkan di Bungo r Pa/!.ll;l tanggal I ti ~ 20_~2:..:3~--.,Q---~ 

I I BUPATI BUNGO, ,,, . 

IH "'"' O!l(\ITI _,~~,I I' ... r..!, l\t;~i;t<Al.V­ 
'l "'•IJ·~1, N li1Jf'lt..il 

~-~~;::,'. 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mernerintahkan pengundangsn Peraturan 
Bupati ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Bungo. 

BAB VI 

KE'l'ENTUAN PENUTUP 

PasaJ 14 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

- 10 - 

Pasal 13 
(I) Pengawasan dilakukan oleh Dinas. 
(2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada 

aya1 (I), dapat dilakukan oleh pcngawas internal. 
(3) Pengawas internal sebagaimana dbnaksud pada ayat (2) dilaksanaka.n oleh 

internal auditor yang bcrkcdudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD 

UPTD Puskesrnas sesuai dengan keienruan peraturan perundang-undangan. 

{4) Pengawas intemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mcmbantu 

manajemcn dalam ha!: 
a. pengamanan asct; 
b. mcnclpt.aka.n aku.rasi sistem infonnasi keuangan; 
c , menciptakan cfisiensi dan produktifitas; 
d. mcndorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam pe.nerapao praktek 

bisnis yang sehat; dan 
e. pelak ... nean Pelayanan Keschatan dan penunjang Pelayonan Kc!lehatan 

sesuai dcngan SPM BLUD UPTD Puskesmas. 



NO JENIS INDIKATOR STANDAR 
PELA YANAN 

l. Pclayan.Qn \. KcJcngkapan pengisi.an reka.m rnedis 24 jam 100% 
rekam mcdis sctelo.h aelesai nela.vanan. 

2. Kelengl<apa.n fnfomted Concern oclelab 100% 
menda- ntkun informaa.i van a icla.s. 

3. Pemberi neJavanan adalah dokter umum 100% 

2. Pcla.yanan I. Jam Buka Pclaynnan 100% 
pemertksean seru.n .. Kam.is : Pukul 07.30-12.00 WIB u.mum 

.Tum'at : Pukul 07.30-10.30 WTB 
Sabtu : Pukul 07 .30-11.00 Wltl 

2. Waktu tun" ... *'*l dirawat ialan < 60 menit 100% 
3. Peresepan Obat eceuel dcngan 100% 

form ularium 
3. Pelayanan l. Pcmberi -clave.nan adalah dokter """" 100% 

Keeehatan gigi 2. Wa.ktu ntnggu <60 merut 100% danmulut 
4. Pelayanan 100% 

Kesehatan Pcm bed pelayanan minimal adalah bid an keluarga 
5. PeJAyfl nsu'I I ,JAm BukSt ROD: ,Jitm Kcrja 

Gawat d arurat - Rawat Jalan 24Jam 
- R.l'lwat Ina ... 

2. Pelakoanaan TRIASE pada paaien gawa; 100% 
darurat. 

3. Pcmberi peleyanan keguwmdaruratan 100% 
yang adalah bersertifikat ATLS/ BTLS/ 
ACLSIPPGD 101!:LS vanz masihberlaku. 

4. Waktu tanggap pelayanan pc tu gas di 100% 
gawal darural <5 menit sett:lah paeden 
datang. 

INDIKATOR DAN STANDAR NrLAI JENIS PELAYANAN UNTUK 

UPAYA KESEHATAN PERORANGANPAOA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

KABUPATEN BUNGO 

MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO. 

PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM 

UNIT PSLAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 
STANDAR 

DAERAH 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI 

NOMOR TAHUN 2023 

TENTANG 
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NO JENIS INDIKATOR STAN OAR 
PEL,AYANAN 

6. Pelayanan gizi Pemberi peJayanan minimal nutri3ionis. 100% 
ben,ifat UKP 

7. Pcla..yanl\n I. Pemberi pclayanan pel"&ali.nan norm.al 100% 
Pcrsalinan adnlah dokter wnum atau bidan terlo.tih 

APN dan PPOOON. 
2. Peroberi pelayanan persalinan dengan 100"/o 

penyulit adalah 1'im PONEO terlatih. 

8. Pelayanan l. Penangguag Jawab rawat Inap adalah 100% 
Rawat lnap Ookter. 

2. K ... ~a .. Han nutana ... <5 % 
3. Kamar mandi dcngan pengaman pegangan 100% 

tan··- 
9. Pclayanan I. Tidak ada.nya kcjudlun salah pcmbcria.n 100% 

kefanna&iart obat. 
2. Ketcr:scdiaan formulMium (up date paling IOOo/o 

lama 3 tahun). 
10. Pe I a,y anan l. Tidak adanya keaalahan pemberian hasil IOOo/o 

l..aboratorium I r:iemeriksaan laboratorium. 
2. Waktu tu.nggu. hasil pclayanan labomtorium 100"/o 

(<90 mcnit kimi.a darah dan <60 menit 
darah rutin), 

II. Pengelolah I. Ketersediaan !asilltas dan peralatan 100% 
Lim bah pengelolaan lim bah pada\ frPSJ dan cair 

I l(Pl,CI Puskeamas 
2. Pengclola.an limbah pada"\ dan limbab cai.r 100% 

telah memcunva.i izin 
3. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai 100% 

dcnt'ran eereruren 
4. P(:ngclolaan limba.h cair bcrba.haya ~~ual 100% 

deng,~eratur_an 



NO JENI$ TNDIKATOR STANDAR 
PELAYANAN 

tlKll ESE!ISIAL 
I. Pelayanan I. Cakucan Rumah Tan°0a Sehat 90% 

Promosi 2. Cakupan pengksjian dan pcmbinaan 100% 
keo~halt~ PHBS di'Taranan Rum.ah Tan-- 

3. Cakupai.1 pemberdayaan m.a!'lyarakat l 0004> 
mc.1alui oenv-uluhan kelomook oleh --tuV'aS 

4. Ca.kupatl pem binaan UKBM metalut 80% 
oersentaae Po ..... •andu Pumama dan mandiri 

5. Cakuoan De~'l.lkelurahan SiH ....... A.klir 100011, 
2. Pelnyonan I. Caku non rumnh sehct lOOo/o 

xeeeceren 2. cakur">an Akaea Air beralh Rum.ah T---::: a 89% 
Lingkungan 3. Cw.kU""iUl w.k:Nt:S Jw.mbwt Nt:hHL 100% 

4. Cakupan pengawasan TTU (tempet-rempar 77% 
Umum1 memenuhi svarat 

s. Cakupan pengawa.aan TPM (T~mpat 80% 
PenPn1ahan Malcana,.nl 

3. Pcloyanan I. Cakllpan Pelayanan Keschatan Ibu Hamil 100% 
Keeehaten Sesuai St.o..ndor. 
Keluarga 2. Cakupan Pclayanan Kea.chat.an !bu 100% 

Bersalin sesuai standar 
3. Cakupan Pelayana.n Kesehatan Bayi Bnn, 100% 

Lo.hirSc.suai Standar 
4. ~ukupan Pclayanan Keschatan Anak 1UU% 

BalitaSesuai Standar 
s. Cakupa.n Pelaya.no_n Ke&eho.tan Pad(\ Uein 100% 

Pendidikan Dasar seeuai Standar 
4. Pel.ayanan 1. C&Jrupan kaous Balita Gizi Bunlk 100% 

Peninglcatan mendanat oerawatan 
Olzi 2. Cakupan balit.a yang ditimbsng berat 85% 
M_asyaraknt b a d a n n v a DIS 

3. Cakupan bayi baru lahlr mendapat lnisiasi 704/o 
Menvu&u Dini 

4. Cakupan bayi usia kura.ng dad 6 60% 
bulnn mendo.oat ASJ Eksklusif 

INDll<ATOR DAN STAN DAR NILA! JENIS PELAYANAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH UMT PELAKSANA TEKNLS PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT KABlJPATEN BUNGO 

MASYARAKAT KABlJPATEN BUNOO 

UNIT PELAKSANA TEKNlS PUSAT KESEHATAN DAE RAH 

TAHUN 2023 NO MOR 

TENT ANG 

STANDAR PEt..AYANAN MJNIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM 

LAMPIRAN D 

PERATURAN BUPATI 



NO JENIS INDIKATOR STANDAR 
PELA YANAN 

5. Cakupan bay! us la 6 bulan mendapat ASI 60% 
Ekoklusif. 

6. Cakupan bayi 6-11 bulan mendapat 90% 
Kapsul vitamin A 

7. Cakupan balita 12-59 bulan mendnpal 90% 
kapaul vita.min A 

8. Cakupan rumah tangga mcngonsumsi 90% 
Garam beriodium 

9. P,.evale.nai wasting (g.izi kurang) pada balita 4.5°/o 
10. Prevalensi Stunting (pendek dan oangat 12% 

, eendekl oada balita 
11. Cakupan balita gizi kurang mcndapet 85% 

makanan to.mbahan 
12. Cakupan ibu hamil yang mcndapat tablet 84% 

tambah dara.h ('ITO) minimal 90 tablet 
sclama kehamilan 

13. Preeentaee ibu hamil kurang energi kronik 10% 
IKEKI 

14. CoJcupon ibu ha.mil kura:og energi kronik 80% 
lKEKl mendaoat ma.kn.non tambahan 

15. Cakupan rernaja putri mendapat tablet 5!1% 
tamba.h darah 

16. Cakttpan bal.its mcm.iliki buku ke..,hatan 85% 
ibu anak (KIA}/ K.artu mcnttju sehat (KMS) 
IK/SI 

17. Persenr.nse ibu hnmil anemia 33% 
18. Cak.Upa.tt ballta. djtim bang yang naik bc:ral 88% 

badannva IN I 01 
5. Pel"J'anan 1. Calcupan Pelayanan Kcschata» 0"1ng J OQOA, 

Pence gab an Terduga Tuberkulosis Scsuai Standar 
dart 2. Cakupan Pelayanan Kcoehatan OraJlg 100% Pengendcilio.n Dougan Ri&1ko Terulfe..k:Ai Vin.J.A Yang Penynkit Mc:lcmahkan O~a1'uhan Tul,uh Manusia 

(Huma.n Immunodeficlencu Virus = HlV) 
aeaua.t atanda.r 

3. Cakupan Pela,yanan Kesehata.n Pada Usia 100% 
Produkti! 115 - 59 tllhunl sesuni standar 

~. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia 100% 
Laniut Sesuai Standa.r 

s. Cakupa.o Pelayanan Kesehatan Penderita 100% 
Hiperterrsl 2'J~ glhun Sesua.i Standar 

6. Cakupan Pelayanan Kesehataa Penderita 100% 
Diabetes Mel.itus ~15 t.ahun Sesuai 
Stander 

7. Calrupan Pelayarian Keschatan Orang 100% 
Dengan Go.nggunn Jiwo (OOGJ) Bernt 
Se-Muai StWJdar 

I), Pelayanan Cakupan kcluarga rawan yang dibina. 100% 
keperawata.n 
Keseharan 
maoyarakat 
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NO JENI$ !NDIKATOR STANOAR 
PE:LAYANAN 

UKM PENGEMBANOAN 

l. pelayanan I. Pembinnan Kebuga.ra.n Jasmani Ano.k 60% 
kesehaw, Sekolah 1$01MJ SLTP SLTA Pcsantrcn. dlll 
clahraga 2. -Pembinaan Kebugaran Jasmani Usia 60% 

Produktif <OPD i CJH Kelom<>ok Olahrao,al 
2. pelayanan l. Pencm .... an K3 Fasvankes 80% 

kcsebatan kerja 2. Pembentukan Pos UKK 30% 
3. PerobinaM tempat Kerja [formal dan 150"/o 

informaJ1 

L' 
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NO JENJS JNOll(ATOR STANDAR 
PELAYANAN 

1. Manajemen Puskeamas memitiki izin eperaaional dan 100% 
Puakesmas mclaJc.uka.n registraei 

2. Sistem I. Adanya pcraturan ll1ten1& IOO% 
ln!ormasi 2. Laporan kinerja tahunan Puakeamas 100%, 
Puskesmas 3. Profil kesehatan Puskesmas 100% - 3. Kepegawa..ian Terpenuhinyn standar kett:nagaan Puakesmas 100% 

4. Keuangan Pengelolaan keuangan : 
J<etepatan pcnyusunan laperan keuangan 100% 
Coot Recovery 85% 
Kel~ngkapa.n peJAporM akuntRbilitM dan k:in~rja 100% 

INDIKATOR DAN STANDAR Nlt,AI JENIS PELAYANAN 
ADMINlSTRASI PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 

PELAKSANA TEKNJS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
KABUPATEN BUNGO 

MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO. 

TAHUN 2023 NOMOR 

TENTANG 
STANDAR PELAYANAN MlNTMAL PADA BADAN t,AYANAN UMUM 

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 

LAMPIRAN JU 

PERATURAN BUPAT.l 



NO JENIS PELAYANAN CNDIKATOR STANDAR 

I. Pclayanan kcseha.tan ibu Cakupan Pelayanan Kesehntan [bu Hamil 100% 
bamil. sesuai st.andat. 

2. Pelayanan kesehatan ibu Cakupan pelayanan kesehatw> ibu 100% 
bcrsalin. bcrsalin seaua.i etandar. 

3. Polayanan keschatan bayi baru Cakupan Jumlah bayi ba.ru lahir usia 0- 100% 
lahir. 28 bari yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan bavi baru 1:lhir ses;:u~ stsndsr. 
4. Pclayanan keschatan balita. Cakupan balita yang 111cndapa1 pclayanan !OO"A, 

keschatan balita. s.esuai sta.ndar. 

s. l'eleyanan kesehatan P'ldll Cclrupon pc,layanan keschatan anak 100% 
usia pendid.ikan dosar, sctingkat pendldikan dasar seeuai 

atundar. 
6. PeJayanan keeeheten pada Cakupan pe1ay11nar, kesehatan orang uaia 100'*' 

usia. produktif, I S-59 tahun yang mendapat pelayanan 
::.krinin- kesehatan 8CS.Ua.i standar. 

1. Pelayanan keseharan pada Ca.kupon warga negara berusia 60 tahun 100% 
usia laajut. atau lebih yang mendepatkan •krining 

kesehar.an &esuaj atandar minimal 1 kali. 
8. Pelayanan kesehatan penderita Co.kuprui penderita hipertensi usia 15 100% 

blpertensl. tahun kearae yang mendapat.kan 
n.an ke~hAt.An ~jl;;luU eto.nd11r. 

9. l'<:layanan kesehatan penderita Cakupa.n pcnderita Diabetes MeWtus usia 100% 
Diabetes Mcllitus. 15 ta.bun ke ala.a y«ng mendapatkan 

oclavanan sesuai stander, 
10. Pelayaoan kesebatan orang Cakupo.n ODGJ berat yang mendapatkan 100% 

denaan aanoonan iiwa berat. .....,,Javanan sesua:i standar. 
lJ. Pelayena.n kc&ehatan orang Cakupan jt.mJJah orang terduga me yaog 100% 

terduga ruberkulosis. mendapatkan pclayanan TBC sesuai 
Stan Clar. 

INDIKATOR DAN STANDAR NILA! JENIS PELAYANAN DASAR PADA 
BADAN LAYANAN UMUM OAERA.H UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKATKABUPATEN BUNGO 

TAHUN 2023 NO MOR 
TENT ANG 
STANOAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT KABUPATEN BUNOO. 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI 
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NO JENI$ PELAYANAN INOIKATOR STANDAR 
12. Pcla,yanan kesehatan orang c,,Jru pan orang dengan risiko terinfeksi 100% 

dengan risiko te.rinicksi virus HIV yang mendapatkan pclayonan HJV 
yang melemahkan daya tahan eeeuai standar. 
tubub marrusia (Human 
tmmunodc6cicn-· Viruel. 

t. IV 


